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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 2 2 Septemberl 2015
Kepada :
Yth. Kepala SD Negeri sememi ll

di -
SURABAYA

SURAT -PENGANTAR
Nomor : 188.45 / #79¢° /436.6.4/2015

Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Walikota Tentang
Pendirian SD dan SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Surabaya,

No. Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan

1. | Surat Keputusan WalikotaTentang | Satu Bendel | Dikirim dengan Hormat
Pendirian Sekolah Dasar Negeri Untuk Mendapatkan
Sememi ll, maklum adanya

L. HAAPS MM ton Tamsi
s = Srs—7 unan,
NIP- 1 Yso=ry 1 902 /00/ Pembina Tingkat |

NIP.19611227 199003 1006

Website : dispendik.surabaya.go.id : email : dispendik@surabaya.go.id
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WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/160.1 /436.1.2/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SEMEMI Il KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat

dibidang pendidikan serta sebagai upaya pemenuhan dan
pemerataan sarana dan prasarana Sekolah Dasar, maka
dengan memperhatikan kajian kebutuhan pendirian sekolah
negeri baru khususnya di Kelurahan Sememi Kecamatan
Benowo Kota Surabaya, dipandang perlu mendirikan Sekolah
Dasar Negeri Sememi || Kota Surabaya,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10

ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin
pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diterbitkan
oleh Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Sememi |l
Kota Surabaya.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan
Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 607);

11.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun
2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

12.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);



13.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 15);

14.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah
diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
12 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12);

15.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI SEMEMI Il KOTA SURABAYA.
KESATU :  Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Sememi |l yang beralamat
di Jalan Bandarejo Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota
Surabaya.
KEDUA . Pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan

tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah sehubungan
dengan pendirian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

KETIGA . Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian Sekolah
Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya

padar tanggal,19 Jusi 2015
Py,

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,
7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.




